
PEMBANGUNAN sarat dengan pem-

bebasan tanah milik rakyat. Konflik

tanah sudah pasti sulit untuk dihindari.

Sekalipun terjadi dalam skala kecil.

Lebih pelik lagi, jika dalam  proses ber-

jalannya pembangunan, turut campur

kekuatan eksternal di luar masyarakat

lokal. Yang tidak berkaitan secara lang-

sung dengan pembangunan. 

Sulit dipungkiri, kebijakan jalan tol

menjadi prioritas bagi pemerintah seba-

gai katalisator proyek strategis nasional.

Untuk tol yang menghubungkan Yogya-

Solo, kebutuhan lahan cukup signifikan.

Statistik Pemda DIY menunjukkan,

wilayah terdampak tol Yogja-Solo ber-

kisar diangka 8,64 hektare. Meliputi ku-

rang lebih, enam kecamatan dan 14 desa.

Yang terpenting, kehadiran Tol Yogya,

mampu memberikan multiplayer effect

bagi ekenomi rakyat dan pembangunan.

Pembebasan lahan tidak boleh menge-

sampingkan fungsi sosial tanah. Negara

wajib menjamin ganti kerugian yang

layak bagi tanah warga yang terdampak.  

Dua Model

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

diawal 2020 mencatat sedikitnya ada

1.769 konflik agraria yang tersebar, ter-

masuk sektor jalan tol. Pada prinsipnya

semua jenis konflik agraria, merupakan

akibat dari adanya penguasaan tanah

yang mengabaikan prinsip kepentingan

umum. Regulasi menyediakan solusi pe-

nyelesaian konflik tanah. Hanya saja

pardigma penyelesaian sengketa perlu

diubah.

Terdapat dua model cara penyelesaian

sengketa tanah menurut UU No.2/2012.

Mengenai pengadaan tanah bagi pem-

bangunan demi kepentingan umum.

Jalur litigasi dan non litigasi disediakan.

Hanya saja masih tidak cukup. Titik be-

rat penyelesaian sengketa tanah masih

cednerung menggunakan pendekatan

pengadilan. Baik secara keperdataan

ataupun berifat administrasi. Model pe-

nyelesaian, apabila terjadi sengketa pi-

dana luput dari pengaturan. Padahal se-

ringkali praktik ganti kerugian, terdapat

unsur pemerasan, atau penyalahgunaan

wewenang.  

Ironisnya, warga terdampak yang ke-

beratan dengan besaran ganti kerugian

tidak memilki ruang musyawarah yang

cukup dengan tim appraisal-pemerintah.

Pemerintah cukup menitipkan besaran

uang ganti rugi tersebut di pengadilan

setempat. Warga diminta datang untuk

mengambilnya. Asalkan sudah melam-

pui 14 hari. Dan secara otomatis, pe-

megang hak milik atas tanah dianggap

telah menerima bentuk dan besarnya

ganti kerugian tersebut. 

Kearifan Lokal

Hukum haruslah bermoral dan bereti-

ka. Regulasi harus mampu meng-

hadirkan tertib sosial dalam masyarakat.

Termasuk, keselamatan, dan kesejah-

teraan rakyat. Bagi warga yang masih

kuat nilai kearifan lokal, semua konflik

bisa diselesaikan secara

damai dan tanpa kisruh.

Asalkan,  para tetua adat dan

pemuka masyarakat dili-

batkan secara penuh. Oleh

karena itu, pendeketanan

non-litigasi atau Alternatif

Dispute of Resolution (ADR)

tidak boleh diabaikan. 

Model seperti forum

’Rembuk Desa’ bisa menjadi

pilihan ideal. Mewakili pers-

pektif kerakyatan yang bersi-

fat tradisional dengan hukum

adat yang masih berlaku.

Model ini sangat rasional dan

dapat diandalkan. Terkait

masa depan skema penyele-

saian konflik agraria. Di awali dengan

musyawarah untuk mufakat. Kemudian

proses  negosiasi dan terakhir adalah pro-

ses mediasi. 

Kesemuaan proses ini, selain meli-

batkan para pihak yang bersengketa.

Wajib pula melibatkan para tokoh aga-

ma, para tokoh adat. Termasuk pula, pe-

muka masyarakat, perwakilan pemuda

kampung. Mereka lazim merupakan

problem solver setiap konflik yang di-

hadapi masyarakat. Sikap, ketokohan,

nasehat atau keteladanan mereka dalam

konteks relasi sosial-kemasyarakatan,

lebih didengar.

Nasehat dan argumentasi para stake-

holder sosial ini lebih efektif dalam

menyelesaikan konflik. Daripada pen-

dekatan institusi negara. Yang sarat cara

formal seperti pengadilan dan ancaman

sanki hukum positif. Penyelesaian kon-

flik tanah secara non litigasi/ADR, perlu

diantisipasi sejak dini. Berbasis nilai

kearifan lokal sebagai rule of model. ❑❑
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Status Merapi jadi ’Siaga’

-- Jangan berkiprah di tempat berbahaya

***

Pandemi, omzet tanaman hias naik 90%

-- Selalu ada berkah dibalik musibah

***

Jumlah pengangguran naik 2,56 juta

-- Belum lagi  pengangguran tersamar

ÕSiagaÕ Merapi di Antara Pilkada -  Pandemi 
PENGUMUMAN peningkatan status

Gunung Merapi seakan menjadi terapi

kejut warga DIY dan Jawa Tengah

yang sedang dirongrong pandemi Co-

vid-19. Pengumuman Balai Penyelidik-

an dan Pengembangan Teknologi Ke-

bencanaan Geologi (BPPTKG) itu se-

akan menyadarkan adanya ancaman

lain yang juga harus dihadapi terlebih

bagi sebagian masyarakat DIY dan

Jawa Tengah.

Adalah fakta bila aktivitas vulkanik

(kegempaan dan deformasi) Gunung

Merapi saat ini terus meningkat. Me-

nurut Kepala BPPTKG Hanik Humaida

sejak Oktober lalu, kegempaan me-

ningkat intensif. Data 4 November  de-

ngan rata-rata gempa vulkanik dangkal

(VB) 29 kali / hari, fase banyak  (MP)

272 kali /hari, guguran (RF)  57 kali /hari

dan hembusan (DG) 64 kali / hari. Dan

berdasarkan evaluasi data peman-

tauan, aktivitas Merapi saat ini dapat

berlanjut erupsi yang membahayakan

penduduk. Apalagi, sejak bulan Okto-

ber 2020 kegempaan meningkat se-

makin intensif.  Tak pelak, BPPTKG

pun menaikkan  status aktivitas Gu-

nung Merapi  dari ÕWaspadaÕ (level II)

ke Siaga (level III). (KR. 6/11)

Bagi masyarakat dan pemerintah

daerah khususnya di Kabupaten Sle-

man, Kabupaten Magelang, Kabupaten

Klaten dan Kabupaten Boyolali, ancam-

an bencana tetap tidak bisa diabaikan.

Meski selama ini mereka hidup damai

dan bersahabat dengan Merapi namun

ancaman erupsi dan lahar dinginnya se-

ring menelan korban. Sekalipun di sisi

lain,  warga pun menikmati berkahnya.

Tanah yang subur, kebersamaan yang

erat, alam nan indah adalah sisi lain

yang membuat mereka enggan

meninggalkan wilayah tersebut.

Maka reaksi cepat pemerintah dae-

rah yang tidak ingin kecolongan -  pa-

ling tidak di empat wilayah tersebut di

atas - pantas diapresiasi. Mulai pe-

nyiapan  barak pengungsian, meng-

efektifkan pelatihan kesiagaan benca-

na  sampai pemrioritasan proses eva-

kuasi pengungsi dan lainnya. Bahkan

KPU Boyolali mulai mengkaji pemu-

ngutan suara Pilkada 2020 di lokasi

pengungsian. Karena di Kabupaten

Boyolali ada 4 kecamatan yang rawan

terkena dampak langsung ketika erupsi

Merapi.

Sedia payung sebelum hujan,

adalah kata bijak yang tak lekang oleh

zaman. Apalagi seperti kata pakar

kegunungapian Mbah Rono sepuluh

tahun silam, merapi tak pernah ingkar

janji. Semua tentu tidak ingin, kisah

sedih sepuluh tahun silam yang

menyebabkan sedikitnya 353 korban

termasuk Mbah Maridjan,  itu berulang.

Dan hanya dengan kesiapsiagaan dan

kerja sama antara pemerintah dan war-

ga, korban itu bisa dihindarkan

Tentu upaya kali ini sangat berbeda.

Ada suasana yang berbeda kali ini. Di

tengah pandemi Covid-19 penyiapan

barak pengungsian juga harus meme-

nuhi protokol kesehatan paling tidak

soal jaga jarak. Di tengah kesiagaan

menghadapi bencana Merapi ini juga

akan diselenggarakan pilkada pada

Desember mendatang. 

Namun lebih dari itu, sejatinya di sini-

lah  masyarakat akan melihat siapa

calon pemimpin sejati. Pemimpin yang

tidak sekadar beretorika di panggung

kampanya atau di arena debat calon.

Bukankah tiga dari 4 daerah terdampak

langsung yakni  : Kabupaten Sleman,

Kabupaten Klaten dan Kabupaten

Boyolali akan diselenggarakan pilka-

da? Apakah calon-calon kepala daerah

dan wakilnya sigap mengantisipasi

aneka bencana yang datang bersama?

Kita lihat saja.  ❑

Prioritas Mewujudkan Tertib Ruang
TERTIB Ruang merupakan kondisi

terwujudnya ruang wilayah yang aman,

nyaman, produktif dan berkelanjutan se-

bagaimana tujuan penyelenggaraan pe-

nataan ruang. Untuk melihat apakah

kondisi penataan ruang di suatu wilayah

sudah mengarah pada terwujudnya ter-

tib ruang atau belum, paling tidak dapat

dicermati dari pelaksanaan penataan ru-

angnya. 

Dalam hal ini pelaksanaan penataan

ruang meliputi: (1) perencanaan tata ru-

ang; (2) pemanfaatan ruang; dan (c)

pengendalian pemanfaatan ruang.

Momentum Hari Tata Ruang Nasional

yang diperingati setiap tanggal 8

November ini, tepat untuk mencer-

mati kembali apakah kondisi penata-

an ruang kita sudah mengarah pada

terwujudnya tertib ruang atau belum.

Tata Uang

’Tata Ruang Vs Tata Uang’ (Analisis

KR, 9-11-2017), menyebutkan bahwa

tata ruang yang harusnya berperan

dalam pengendalian pemanfaatan ru-

ang justru menjadi instrumen dalam

‘tata uang’. Kepentingan pemodal un-

tuk menanamkan investasinya

(uangnya) berdampak pada komer-

sialisasi ruang dalam pembangunan

wilayah. Dalam hal ini ‘tata uang’

menjadi faktor yang dominan dalam

pengambilan keputusan terhadap pe-

manfaatan ruang. Penataan ruang yang

di dalamnya terdapat fungsi pengen-

dalian justru bergeser mengikuti ‘tata

uang’yang dimainkan pemodal.

Hal di atas tidak akan terjadi apabila

seluruh pemangku kepentingan mema-

hami dan mempunyai komitmen yang

kuat untuk menempatkan rencana tata

ruang sebagai guidance pembangunan.

Hal ini penting untuk memastikan bah-

wa dalam pelaksanaan penataan ruang

tidak lagi muncul kekhawatiran adanya

‘tata uang’yang kontraproduktif. 

Peringatan Hari Tata Ruang Nasional

yang dirangkai Peringatan Hari Agraria

dan Tata Ruang Nasional (Hantaru), ta-

hun ini bertema  ‘Transformasi Digital

Tata Ruang dan Pertanahan Menuju

Digitalisasi Melayani yang Profesional

dan Terpercaya’. Tema tersebut menun-

jukkan semangat untuk mewujudkan

tertib ruang melalui pelayanan digital se-

cara profesional utamanya terkait de-

ngan perizinan dalam pemanfaatan ru-

ang. 

Dalam aras perencanaan tata ruang,

untuk kepentingan pemanfaatan ruang

sekaligus sebagai instrumen perizinan,

maka perlu segera disusun Rencana De-

tail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan

Zonasi (PZ). Bahkan pascaditetapkannya

UU 11/2020 tentang Cipta Kerja,

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk

menyusun dan menyediakan RDTR da-

lam bentuk digital. Penyediaan RDTR

dalam bentuk digital harus dilakukan se-

suai dengan standar dan dapat diakses

dengan mudah oleh masyarakat untuk

mendapatkan informasi mengenai ke-

sesuaian rencana lokasi kegiatan

dan/atau usahanya dengan RDTR.

Pemanfaatan Ruang

Dalam aras pemanfaatan ruang dapat

dicermati melalui indikasi program pe-

manfaatan ruang yang benar-benar

berdasarkan pada kebutuhan pem-

bangunan yang memperhatikan daya

dukung dan daya tampung lingkungan.

Indikasi program pemanfaatan ruang

tersebut meliputi: (a) perwujudan ren-

cana struktur ruang (pusat-pusat

kegiatan dan jaringan sistem sarana

prasarana); (b) perwujudan rencana pola

ruang (program pembangunan Kawasan

budidaya dan lindung); serta (c) perwuju-

dan penetapan kawasan strategis yang

mencakup program pembangunan untuk

kepentingan ekonomi, sosial dan budaya

serta untuk kepentingan daya

dukung lingkungan hidup.  

Dalam aras pengendalian peman-

faatan ruang yang meliputi empat in-

strumen, yakni peraturan zonasi,

perizinan, pengenaan insentif dan

disinsentif serta pengenaan sanksi,

relitasnya belum menggembirakan.

Untuk mewujudkan tertib ruang

melalui aras pengendalian perlu di-

lakukan: (a) penyediaan regulasi dan

instrumen pengendalian peman-

faatan ruang; (b) RDTR dan PZ dija-

dikan guidance dalam perizinan dan

pemanfaatan ruang; (c) perizinan

harus ditempatkan sebagai instru-

men pengendalian; (d) insentif dan

disinsentif perlu diterapkan, baik un-

tuk mendorong investasi maupun se-

bagai bagian dari pengendalian; dan

(e) kebijakan penertiban pelanggaran

tata ruang dilakukan melalui pengenaan

sanksi. 

Agenda-agenda inilah yang diharap-

kan menjadi prioritas pemerintah dan

pemerintah daerah dalam rangka mewu-

judkan tertib ruang.  ❑
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Literasi Digital

Kuning Kelap Kelip

PANDEMI Covid-19 mendorong pro-

ses digitalisasi yang sudah lama dipikir-

kan oleh berbagai kalangan. Virus

Korona ini membuka mata banyak

orang bahwa digitalisasi menjadi sebuah

keharusan. Saat ini digital menjadi se-

buah kebiasaan bagi masyarakat apala-

gi guru. Pandemi Covid-19 menciptakan

situasi baru dan membatasi sistem pen-

didikan yang selama ini dijalankan. Pem-

belajaran yang semula dilaksanakan se-

cara tatap muka kini dilakukan secara

daring. Hal ini mendorong perlunya

kreativitas dan inovasi seluruh pe-

mangku kepentingan dalam memas-

tikan pemenuhan hak dan kebutuhan

pendidikan masyarakat atau siswa.

Sebagaimana diamanatkan dalam

Undang Undang Dasar 1945 pasal 31

ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap

warga negara berhak mendapat pen-

didikan. Guru memiliki peran yang stra-

tegis sebagai pengubah dalam pem-

bangunan peradaban kehidupan di

masa depan. Oleh karena itu, pendidik

harus berupaya menemukan solusi,

strategi, dan menciptakan lingkungan

belajar baru bagi siswa untuk me-

mastikan pembelajaran dapat berlang-

sung di masa pandemi. Siap tidak siap

pandemi Covid-19 mengharuskan guru

memanfaatkan teknologi sebagai upaya

menjaga keberlangsungan pembela-

jaran.

Pada tahap awal, perpindahan menu-

ju pembelajaran online di masa pandemi

membutuhkan kemampuan inovasi dan

kreativitas guru agar siswa tetap terlibat

dalam kegiatan pembelajaran. Para

pendidik harus cepat beradaptasi de-

ngan teknologi digital agar dapat mem-

berikan materi pengajaran yang mudah

dipahami oleh pelajar.

Guru harus terus berupaya me-

modifikasi pembelajaran dalam ber-

aneka ragam sajian berbasis teknologi

digital. Hal ini menjadikan literasi digital

sebagai kompetensi wajib bagi pendidik

di era pandemi. Literasi digital meru-

pakan kemampuan untuk menggu-

nakan, memahami, dan mengatur ber-

bagai perangkat teknologi untuk mende-

sain pembelajaran di masa pandemi.

Inilah kesempatan bagi pendidik untuk

meningkatkan kompetensinya mengem-

bangkan dan menciptakan pembela-

jaran yang tidak menjemukan bagi pe-

serta didik. ❑

Suprapti, Guru SDN Kenaran 1

Prambanan, Sleman.

TRAFFIC Light di pertigaan UIN

Sunan Kalijaga, Sleman, DIY, sekarang

berubah. Lampu hijau menyala terus

menerus bagi pengendara dari kota di

Jalan Adisucipto ke arah Janti. Hal ini

meningkatkan risiko bahaya bagi para

pengendara dari arah Jalan Timoho

yang akan menyeberang ke Jalan

Pringwulung.

Kalau memang dapat dikembalikan

seperti semula, yaitu menyala merah

bersamaan dengan saat penyeberang-

an ke Jalan Pringwulung, tentu jauh lebih

aman. Namun demikian, kalau tidak

mungkin kembali merah, lebih baik

menyala kelap kelip kuning saja, agar

para pengendara dari arah kota, me-

nekan laju kendaraannya. ❑

*) Dr Fx Wikan Indrarto, Dokter

Spesialis Anak RS Panti Rapih.


